
  

 

 

 
 

  
 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
NOMOR  7  TAHUN  2018 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
 TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 
 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan 

dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 

2019; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor  12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

SALINAN 



  

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421);  

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 

 



  

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi 
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 



  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; 

28. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019; 

29. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 
450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1); 

35. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12); 

 



  

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/685/SULBAR/XII/2018 tentang Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2018 tentang 
Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019; 

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Persetujuan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Terhadap Penyempurnaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019; 

4. Berita Acara Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 

170/486/DPRD danBupati Polewali Mandar Nomor B-1018/Bakeu/900/11/2018 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019; 

 
Dengan Persetujuan Bersama, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

dan 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN        
POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan 
alokasi anggaran akibat: 

a. Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil; 

b. Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2019 Kepada Pegawai Negeri Sipil; 



  

c. Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau 
belum dianggarkan APBD Tahun Anggaran 2019; 

d. Kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 2 
 

Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mencakup:  

a.  Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 
berjalan; dan/atau  

b.  Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
pemerintah daerah dan masyarakat;dan 

c. Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud huruf b di atas, menjadi tanggung jawab sepenuhnya 
PD pelaksana yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk masing-masing 

kegiatan yang bermaterai cukup. 
 

Pasal 3 

 

(1) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menggunakan: 

a. belanja tidak terduga. 
b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 

dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 
c. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.  

(2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam: 

a. DPPA-PD untuk program dan kegiatan yang telah tersedia; dan/atau 
b. RKA-PD untuk program dan kegiatan yang belum tersedia pada PD yang secara fungsional terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan dimaksud. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Pasal 4 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: 

1. pendapatan daerah Rp.1.595.181.080.587,19 

2. belanja daerah Rp. 1.610.181.080.587,19 

 Surplus/(Defisit) (Rp.  15.000.000.000,00) 

3. Pembiayaan Daerah: 

a. penerimaan   Rp.15.000.000.000,00 

  Pembiayaan Netto Rp. 15.000.000.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 

 

Pasal 5 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp.169.907.136.452,14; 

b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.145.705.106.000,00; dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 279.568.838.135,05. 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pajak daerah sejumlah Rp.20.629.440.000,00; 

b. Retribusi daerah sejumlah Rp.10.470.000.000,00; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.3.819.268.998; dan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.134.988.427.454,14. 

(3) Dana Perimbangan sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp.10.875.922.000,00; 

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.743.882.762.000,00;  

c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.390.946.422.000,00; dan 



  

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 
pendapatan: 

a. Dana Hibah sejumlah Rp. 57.432.000.000,00; 

b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi atau dari pemerintah daerah sejumlah Rp. 35.838.624.135,05; 

c. Dana insentif daerah sejumlah Rp. 24.603.346.000,00 

d. Dana alokasi desa sejumlah Rp. 161.694.868.000,00. 

 
Pasal 6 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp.888.324.858.542,19; dan 

b. Belanja langsung sejumlah Rp.721.856.222.045,00. 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja pegawai sejumlah Rp.613.351.710.262,19; 

b. Belanja hibah sejumlah Rp. 26.688.200.000,00; 

c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.4.123.750.000,00; 

d. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa Rp. 3.109.944.000,00 

e. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politiksejumlah Rp.238.051.254.280,00; 
dan 

f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000.000,00. 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 47.869.690.207,00; 

b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp.342.267.447.296,00; dan 

c. Belanja modal sejumlah Rp. 331.719.084.542,00. 

 

 



  

Pasal 7 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan pembiayaan daerah sejumlah Rp.15.000.000.000,00; dan 

b. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaansisa lebih 
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 15.000.000.000,00. 

 
Pasal 8 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum 
dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 

terdiri dari: 

1. Lampiran I :  Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah 
dan Organisasi; 

3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

4. Lampiran IV  : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan 
Kegiatan; 

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Lampiran  VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; 

7. Lampiran VII :  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah; 

8. Lampiran VIII :  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya; 

9. Lampiran IX : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

 

 



  

Pasal 9 
 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBD. 

 
Pasal 10 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

 
Ditetapkan di Polewali 
pada tanggal 31 Desember 2018 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 
 

 
         ttd 

 
              ANDI IBRAHIM MASDAR 
 

Diundangkan di Polewali 
pada tanggal 31 Desember 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 
  

                                         ttd 
                           

ANDI PARIAL. P 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 7. 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR  40 / 

TAHUN 2018) 
65 / TAHUN 2016) 

        Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
        Polewali  31 Desember 2018 

 


